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Abstrak
 

Suatu perkawinan biasanya diadakan dengan tujuan membangun keluarga. Namun, tidak jarang terjadi

permasalahan dalam Rumah Tangga yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan melalui perceraian.

Dari perceraian yang dilakukan, dimungkinkan munculnya kewajiban hukum yang dapat mengikat para

pihak dalam perkawinan. Salah satu kewajiban yang mungkin muncul dalam hal ini adalah pemberian

alimentasi atau biaya penafkahan yang diberikan setelah terjadinya perceraian. Kewajiban alimentasi akibat

perceraian perkawinan menjadi penting untuk dibahas mengingat bahwa adanya ketidakpastian yang

mungkin dihadapi dalam kelangsungan hidup oleh para pihak dalam perkawinan setelah terjadinya

perceraian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana

penggunaan data sekunder, yakni bahan pustaka dalam bentuk norma-norma hukum tertulis ditekankan,

serta dilakukan perbandingan antara Indonesia dengan Inggris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

di Indonesia, masih dibutuhkan pengaturan alimentasi akibat perceraian yang lebih komprehensif

dikarenakan berbeda dengan sebagaimana yang terdapat di Inggris, pengaturan mengenai alimentasi akibat

perceraian mengatur secara jelas mengenai hak-hak dan kedudukan para pihak dalam perkawinan dan juga

anak, termasuk didalamnya mengenai jangka waktu pembayaran alimentasi, bentuk-bentuk alimentasi yang

dapat dipilih, jumlah alimentasi yang dapat dibayarkan, serta syarat-syarat hal yang wajib dipertimbangkan

oleh Pengadilan dalam menetapkan suatu permohonan alimentasi. Dengan begitu, Pemerintah Indonesia

seharusnya dapat mengambil contoh dari Inggris dalam hal pengaturan mengenai alimentasi akibat

perceraian perkawinan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

......A marriage is usually held with the aim of building a family. However, it is not uncommon for problems

to arise in the household that could eventually cause a marriage to break through a divorce. From the divorce

that is carried out, it is possible for some legal obligations to emerge that can bind the parties of the

marriage. One of the obligations that may arise in this case is the provision of alimony or maintenance fees

that are given after the divorce. The obligation of alimony due to marital divorce is important to be

discussed, given that there are uncertainties that may be faced in the survival of the parties of a marriage

after the divorce. The approach used in this study is a normative juridical approach, where the use of

secondary data, namely library materials in the form of written legal norms, is emphasized, and comparisons

of the laws between Indonesia and England are made. The result of this study indicates that in Indonesia, a

more comprehensive regulation of alimony due to divorce is still needed because contrast from what is

available in England, the regulation regarding alimony due to divorce regulates the rights and positions of

the parties of a marriage and also children clearly and comprehensively, including the term of alimony

payment, the forms of alimony that can be filed, the amount of alimony that can be paid, and the conditions

that must be considered by the Court in determining an alimony application. That way, the Indonesian
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government should be able to take an example from England in regulating alimony due to marriage divorce

in order to provide legal certainty for the community.


